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Abstract

This paper discusses the government transformation towards e-Government for improving the quality of public services before the implementation of the ASEAN Economic Community.  This transformation is important because the use of e-Government can improve the functioning of public services.  In Indonesia, e-Government transformation is delayed due to many constraints faced by local government.  For example, related to commitment of the head of the local government to carry out the implementation of e-Government transformation is still low.  In addition, the problem of availability of infrastructure and human resource capacity to support the implementation of e-Government is also found in the local.  In fact, the transformation of public services into e-Government form can help local government to face economic competition with ASEAN countries.  This paper explain the phenomenon of unpreparedness most local governments to transform its form into e-Government.  In fact, that can be explained is the lack of local government to set the stage of development of e-Government as the basis for the implementation of the transformation process towards e-Government.  Furthermore, this paper also analyzes the achievements that have been obtained in the process of transformation towards e-Government which has been carried out and its effect on public services in the ASEAN Economic Community.
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Pendahuluan
Perkembangan penyelenggaraan pemerintahan berbasiskan elektronik di Indonesia sebenarnya sudah berjalan sesuai dengan jalurnya.  Walaupun dalam banyak aspek, perkembangan tersebut masih pada tahapan awal.  Paling tidak ini dapat dilihat dari laporan Kementerian Komunikasi dan Informasi yang menjelaskan bahwa pada umumnya pemerintah daerah di Indonesia sudah menyediakan layanan informasi umum tentang pemerintah daerah di web masing-masing.  Ini berbeda dengan banyak negara di Asia Tenggara yang sudah mulai memanfaatka e-Government tersebut untuk kepentingan masyarakat.  Beberapa negara di Asia Tenggara yang kemajuan e-Government meninggalkan Indonesia adalah Singapura, Malaysia dan Brunei.  Ketiga negara tersebut memiliki Indeks Perkembangan e-Government di atas 0,50.  Sementara, Indeks Perkembangan e-Government Indonesia berada pada 0,25-0,50 (United Nations, 2014:17).  Gambaran ini sebenarnya dapat dilihat dari penyelenggaraan e-Government yang belum menyebar hingga ke daerah.  Faktanya tidak semua pemerintah daerah dapat mengembangkan e-Government ini hingga ke tahapan interaksi dan transaksi.  Kalaupun ada, tahapan interaksi dan transaksi dalam memanfaatkan e-Government ini hanya diselenggarakan oleh beberapa pemerintah daerah saja.  


Siau & Long (2005) menjelaskan perlu adanya pentahapan dan pengembangan yang dapat dilakukan pemerintah di sebuah negara yang ingin menyelenggarakan pemerintahan berbasiskan elektronik ini.  Pentahapan tersebut merupakan bentuk rencana kerja dan pengembangan yang dapat disusun oleh pemerintah sehingga tersedia evaluasi yang dapat mengukur capaian yang diharapkan.  Di Indonesia, pentahapan dan pengembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan elektronik belum sepenuhnya berjalan.  Salah satu kendala yang sering menjadi alasan bagi pemerintah, terutama di daerah adalah kurang tersedianya infrastrukrur teknologi komunikasi dan informasi serta lemahnya dukungan sumber daya manusianya.


Sejarah perkembangan e-Government di Indonesia tidak begitu jelas adanya.  Namun, jika ditelusuri dari kebijakan pemerintah, maka keberadaan pemerintahan berbasiskan elektronik ini bermula dari diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No.6 tahun 2001 tentang Telematika (telekomunikasi, media dan informatika) yang mendorong pemerintah untuk menggunakan Telematika dalam penyelenggaraan pemerintahan.  Penggunaan ini bertujuan agar terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik.  Selain itu, dengan penggunaan telematika ini juga diharapkan dapat mempercepat proses demokratisasi di Indonesia.  Dua tahun setelah diterbitkannya Inpres tersebut, maka terbit pula Inpres No.3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government.  Terbitnya Inpres ini semakin menegaskan bahwa e-Government menjadi keniscayaan dalam praktik negara modern yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.

Adanya keinginan pemerintah mengembangkan e-Government ini merupakan langkah baik untuk mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.  Hasilnya dapat dilihat dari kecenderungan perkembangan e-Government yang terus meningkat di banyak daerah serta keterlibatan masyarakat terutama dalam merespons pemanfaatan e-Government ini.  Sehubungan dengan itu, maka artikel ini akan menfokuskan pada pertanyaan bagaimanakah transformasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah menuju e-government tersebut?    


Seperti diketahui, penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan aturan yang dibuat pemerintah.  Begitu juga dengan pemanfaatan dan pengembangan e-Government ini sangat bergantung dengan kebijakan pemerintah pusat melalui diskresi kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah.  Di banyak negara keterlibatan pemerintah pusat mengatur bagaimana pengembangan e-Government di daerah ini juga dapat ditemukan.  Misalnya, di Korea Selatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sudah merambah hingga ke masyarakat lokal.  Untuk mengantisipasi pemanfaatan dan penyalahgunaan e-Government ini oleh pemerintah, maka diatur hubungan agensi pemerintahan dengan masyarakat (Kim, 2009:113-114).  Oleh karena itu, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, maka pengembangan e-Government di daerah tentu perlu disesuaikan dengan kebijakan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Namun, dibalik itu semua, pemerintah tentunya berusaha mempercepat transformasi penyelenggaraan e-Government ini agar Indonesia tidak jauh tertinggal dengan negara-negara di Asia Tenggara.  Apalagi dalam konteks interaksinya dengan negara-negara ASEAN yang mulai memberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015.  Tentu ini menjadi tantangan sendiri bagi pemerintah daerah di Indonesia untuk merespons perkembangan ini.


Konsep e-Government dan Pelaksanaannya di Beberapa Negara

Di negara maju, pelaksanaan e-Government ini sudah mengalami kemajuan yang signifikan.  Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan dapat dilihat dari pelbagai aspek.  Pemerintahan berbasiskan e-Government dapat diartikan sebagai bentuk hubungan antara pemerintah dengan kliennya seperti masyarakat, kelompok bisnis dan kelompok lainnya dengan menggunakan alat elektronik.  Suyanto (2005:331) menjelaskan “e-government adalah penggunaan teknologi komunikasi dan informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas biaya pemerintahan, meningkatkan pelayanan pemerintah, lebih memberikan akses informasi yang lebih besar kepada masyarakat dan membuat pemerintah lebih bertanggung jawab kepada rakyat.”


Selain istilah e-government ini juga dikenal istilah e-governance.  Pembedaan yang mendasar pada kedua istilah tersebut adalah yang pertama terkait dengan aktivitas yang menggunakan teknologi digital dan aktivitas yang terhubung langsung melalui jaringan yang terkait dengan upaya  meningkatkan kinerja pelayanan dan kebijakan pemerintahan modern.  Sementara istilah yang kedua lebih berhubungan pada pembagian dan pengorganisasian kembali kekuasaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada (Roy, 2007:45).  Namun, keduanya saling berhubungan terutama dalam mengimplementasikan fungsi negara modern yang berbasiskan pada penggunaan teknologi komunikasi dan informasi. 

Walaupun begitu, yang menarik, kebanyakan orang memahami bahwa e-Government hanya dalam konteks web pemerintah dalam rangka menyediakan informasi dan pelayanan publik.  Namun, sebenarnya memahami e-Government terkait dengan proses interaksi antara pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah, masyarakat, organisasi masyarakat sipil, kelompok bisnis dan para pembuat kebijakan politik dan administratif.  Interaksi ini melibatkan dinamika dan tarik ulur kepentingan sehingga kepentingan semua pihak dapat diakomodasi.  Karenanya, transformasi bentuk pemerintahan dari model tradisional ke digital ini didukung pula oleh kebijakan yang berorientasi pada semua pemangku kepentingan.


 Pesatnya kemajuan teknologi informasi juga melanda negara berkembang dalam penyelenggaraan pemerintahan.  Tidak hanya itu, negara berkembang pun mulai mengikuti penggunaan trend teknologi dalam memberikan pelayanan publik.  Hal ini dilakukan karena keberhasilan negara maju menggunakan teknologi komunikasi dan informasi sehingga meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikannya kepada publik.  Misalnya, pemerintah mulai menerakan aplikasi government to citizen, aplikasi government to business, aplikasi government to government dan government to employees. 

Hasil kajian Torres et al. (2005) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam pelayanan pajak sudah berjalan dengan baik.  Dari 33 kota negara-negara Eropa yang disurveynya ternyata partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam memanfaatkan layanan publik melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi ini.  Paling tidak 85 persen dari jumlah kota yang disurvey, ternyata masyarakatnya sudah menggunakan layanan e-government untuk pembayaran pajak.  Begitu juga dengan layanan lainnya seperti perpustakaan publik, lelang barang dan jasa, dan perizinan bongkar sudah dilaksanakan 70 persen dari jumlah kota yang disurvey.  Data ini jelas menunjukkan kesiapan yang matang dari pemerintah kota di negara maju dalam memasuki era digitalisasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut.  Pada tahapan ini keberhasilan pelaksanaan e-government di Indonesia, jelas sangat bergantung pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten/kota.  


Pencapaian ini jelas semakin memperkuat asumsi banyak pihak bahwa model pelayanan publik berbasiskan e-government ini dianggap lebih efektif dan efisien dalam melayani masyarakat.  Namun, apakah memang demikian?  Apakah pelayanan publik yang dilakukan pemerintah melalui e-government ini telah memenuhi prinsip efektif dan efisien seperti yang diasumsikan selama ini?  Redick & Turner (2012) mencoba membandingkan efektifitas pelaksanaan pelayanan publik di Kanada yang menggunakan pelayanan tradisional seperti penggunaan telepon atau mendatangi kantor pemerintahan dengan pelayanan publik yang menggunakan teknologi komunikasi seperti akses kepada web penyedia layanan.  Hasil penelitiannya menemukan bahwa ada pembedaan keefektifan terkait dengan jenis layanan yang dibutuhkan masyarakat.  Untuk pelayanan informasi dan penyelesaian masalah yang mereka hadapi, masyarakat Kanada lebih cenderung menggunakan media tradisional seperti telepon atau pun mendatangi kantor pemerintah.  Sementara untuk pencarian informasi masyarakat Kanada lebih cenderung dan puas dengan menggunakan web yang disediakan pemerintahan.  Ternyata, tidak semua layanan publik yang efektif dilaksanakan melalui model e-government ini.  Karenanya pilihan-pilihan kepada pelayanan publik apa yang dilayani dengan e-government ini sangat bergantung pada pilihan kebijakan yang berdasarkan kajian oleh pemerintah daerah.


Apa yang dikemukakan Reddick & Turner ini sejalan dengan apa yang ditemukan Zhao (2010:211) yang juga mengevaluasi keefektifan pelayanan publik berdasarkan pada e-Government di China.  Zhao sampai pada kesimpulan bahwa keefektifan pelayanan publik tersebut bergantung pada kedalaman pelayanan publik dan cakupan pelayanan yang berkorelasi dengan luasnya kota.  “The bigger the city, the larger the portion of the population is reached by public e-services, the broader the public e-service coverage. The smaller the city, the lower the portion of the population is reached by public e-services, the narrower the public e-service coverage.”  Apa yang ditemukan Zhao ini menarik, namun ada hal lain yang diabaikan Zhao bahwa peran agen penyedia layanan dalam melaksanakan e-government ini juga harus diberi perhatian.  Agen penyedia layanan juga menentukan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan melalui pemanfaatan e-government tersebut.  Dan, pangkal dari berperan dan berfungsinya service provider ini ditentukan melalui kebijakan pemerintah.


Dalam banyak hal pemerintah daerah memang kesulitan membiayai transformasi bentuk pemerintahan dari model tradisional ke e-government.  Fakta ini juga menjadi hambatan dalam menyukseskan pelayanan publik yang berbasikan eletronik.  Salah satu cara mengatasi hambatan masalah pembiayaan dalam transformasi bentuk pemerintahan ini adalah melalui kerjasama dengan negara maju yang berhasil melaksanakan e-government ini.  Kromidha (2012) menegaskan keterlibatan negara maju tidak hanya mencakup pembiayaan saja tapi juga asistensi dalam hal pengembangan sistem dalam penyelenggaraan e-government  tersebut.  Bahkan lebih jauh asistensi yang dilakukan negara maju untuk memperkuat pemerintah negara-negara berkembang menyiapkan pemerintahan yang berbasiskan e-government dapat memperkuat proses demokrasi di negara tersebut.  Seperti yang ditegaskan Kromidha (2012:573) “…to strengthen the democratic process […] and help public institutions become efficient and accountable. It tracks governance policy, promotes knowledge sharing, innovation and leadership, and contributes to influencing the regional discourse on governance.”

Jika dipahami fenomena perkembangan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia juga membawa dampak bagi masyarakatnya.  Dalam konteks ini, dampak positif dari perkembangan ini dilihat dari perkembangan public e-service yang semakin popular di kalangan pemerintah daerah.  Paling tidak di tingkat awal pemerintah daerah sudah mulai menerapkan pengadaan barang dan jasa memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi ini.  Selain itu, dalam konteks layanan publik seperti kartu tanda penduduk, catatan sipil dan sebagainya juga sudah memanfaatkan kemajuan ini.  Namun, dibalik kemajuan ini juga terdapat sejumlah masalah yang kritikal seperti semakin menjauhkan masyarakat dari pemerintah.  Sebab interaksi antara birokrat yang melayani masyarakat tidak lagi berhubungan langsung dengan masyarakat yang memerlukan jasa layanan (Rose & Grant, 2010:26).  Selain itu, e-government juga mendorong pemerintah memusatkan kembali urusan yang telah didesentralisasikan kepada daerah.  Akibatnya, hakikat otonomi daerah menjadi berkurang.  Tentu banyak dampak negatif lain yang terus meningkat seiring dengan transformasi bentuk pemerintahan menuju e-government ini.  

Transformasi Menuju E-Government Dan Tantangannya Dalam Menghadapi MEA 

Penyelenggaraan e-Government di Indonesia sudah memasuki tahapan ketiga, yaitu pemantapan dan tahapan keempat pemanfaatan berdasarkan Perpres No.3/2003.  Walaupun begitu, tidak semua instansi pemerintah secara serentak masuk pada tahapan ini.  Hanya instansi pemerintah yang konsisten melaksanakan tahapan ini dari awal dapat mewujudkan proses pentahapan pengembangan e-Government ini.  Bahkan ada daerah yang baru berada pada tahapan pertama, yaitu persiapan dengan indikator aktivitas e-Government yang dilaksanakan seperti (a) Pembuatan situs informasi di setiap lembaga; (b) Penyiapan SDM; (c) Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana Multipurpose Community Center, Warnet, dan (d) Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik.  Tidak meratanya pengembangan e-Government di Indonesia jelas membawa dampak dalam melaksanakan integrasi sistem e-Government yang melibatkan beberapa instansi pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah.


Masalah mendasar dari tahapan e-Government yang dilaksanakan pemerintah, khususnya di daerah dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah integrasi sistem e-Government antar unit pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah.  Begitu juga dengan pelaksanaanya yang masih jalan sendiri-sendiri.  Jika pelaksanaan e-Government ini dapat dilakukan secara serentak, maka integrasi sistem e-Government dengan mudah dapat diwujudkan sehingga membawa manfaat bagi pemerintah daerah.  Integrasi sistem e-Government ini jelas bisa memudahkan pengelolaan pemerintahan untuk mewujudkan tujuan pemerintahan.  Hal yang paling mendasar dari integrasi sistem e-Government ini adalah upaya berbagai data bagi setiap instansi pemerintahan.  Apalagi dalam melaksanakan pelayanan publik yang dilakukan individu warga negara pada beberapa instansi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah.  Pengelolaan data yang terintegrasi dalam sistem e-government ini menjamin kualitas data untuk dimanfaatkan dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan.  Gil-Garcia & Pardo (2005:190) menjelaskan lebih jauh pemanfaatan data bersama ini.

E-government initiatives are about the capture, management, use, dissemination, and sharing of information.  A number of the challenges relate to the information that is at the core of e-government initiatives. …data quality is very important not only for intraorganizational usage, but also for reports to different stakeholders.
 
Karenanya, dengan memperhatikan kondisi ini, maka pencapaian integrasi sistem e-Government dalam rangka berbagi data ini mensyaratkan adanya kesamaan tahapan yang sudah dicapai oleh setiap unit pemerintahan, khususnya di daerah.  Ini beralasan karena tidak sedikit pemerintah daerah yang baru berada dalam tahapan awal dalam mengembangkan e-Governmentnya.  Walaupun begitu, perlu ada penyusunan kebijakan untuk mengintegrasikan sistem e-Government ini secara bertahap dengan mempertimbangkan pencapaian tahapan e-Government unit pemerintahan yang ada, terutama di daerah.  Misalnya, bagi pemerintah daerah yang sudah mapan dalam melaksanakan e-Government dan memasuki tahapan pemantapan dan tahapan pemanfaatan dapat diintegrasikan ke dalam satu sistem e-Government.  Inisiasi dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, terutama yang terkait dengan upaya meningkatkan pelayanan publik di daerah seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Informatika dan Komunikasi.


Integrasi sistem e-Government ini merupakan salah satu strategi dasar yang perlu direalisasikan melalui kebijakan pemerintah.  Jika ini dapat diwujudkan, maka pelaksanaa e-Government ini jelas memberi dampak kepada pemerintah daerah, terutama dalam melaksanakan layanan publik.  Dampak apa yang muncul, jika pelaksanaan e-Government ini dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintahan?  Secara umum dampak yang ditimbulkan dapat berimbas kepada instansi pemerintahan dan masyarakat.  Misalnya, dalam konteks masyarakat, dampak yang ditimbulkan adalah berlangsungnya perubahan budaya masyarakat ke penggunaan sistem yang konvensional ke sistem digital.  Begitu juga dengan pegawai pemerintah, dampak ini juga mengubah budaya kerja dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
Hal yang paling mendasar dalam tranformasi e-Government ini adalah kesiapan SDM aparatur pemerintah dan budaya masyarakat yang dapat merespons perubahan ini.  Apalagi dengan dilaksanakannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015 menuntut pemerintah untuk lebih seirus memanfaatkan e-Government ini untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama negara, yaitu distribusi dan ekstraksi ekonomi oleh pemerintah.  Dari realita yang diamati dan konsepsi yang relevan dengan perkembangan e-Government tersebut, maka ada beberapa tantangan yang perlu diwaspadai terkait dengan tranformasi menuju e-Government oleh pemerintah daerah, khususnya dalam menyambut MEA tahun 2015.  
a. Perubahan ke Budaya Teknologi

Tantangan pertama dari transformasi penyelenggaraan pemerintahan konvensional ke e-Government adalah perubahan budaya organisasi.  Budaya organisasi terkait dengan sistem organisasi yang dipahami dan diamalkan bersama oleh setiap anggota organisasi.  Dalam hal ini, unit pemerintahan, khususnya anggota unit pemerintahan yang dikenal dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) akan memahami dan mengamalkan sistem organisasi yang baru, yaitu dari yang konvensional ke digital.  Tentunya, untuk mempersiapkan hal ini perlu ada kebijakan dari pemerintah dalam meningkat kemampuan ASN yang lebih berorientasi pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.  Selama ini, aspek ini cenderung diabaikan oleh pemerintah karena konteks pengembangan ini diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.  Sayangnya, belum adanya komitmen penuh dari kepala daerah dalam mentransformasikan bentuk penyelenggaraan pemerintahan ini, berdampak kepada strategi pengembangan SDMnya.

Masalah mendasar dalam pengembangan teknologi di daerah sebenarnya terletak pada kaulitas SDM aparatur yang melaksanakan e-Government.  Apalagi pelaksanaan e-Government ini juga membutuhkan pengembangan perangkat lunak berupa program yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.  Program berdasarkan pada teknologi informasi ini diharapkan dapat membantu menyederhanakan pekerjaan pemerintahan.  Selama ini ada kecenderungan, program yang dibuat untuk membantu pelaksanaan fungsi pemerintahan di daerah masih dibuat oleh pemerintah pusat.  Misalnya, Layanan Pengadaan barang dan jasa Secara Elektronik (LPSE) di intansi pemerintahan daerah menggunakan program dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).  Selain memanfaatkan program yang dibuat oleh pemerintah pusat, tentunya perlu ada pengembangan yang dilakukan oleh SDM aparatur di daerah.  Faktanya, belum semua daerah di Indonesia yang mampu mengembangkan program e-Government ini.  Oleh sebab itu, membangun budaya organisasi yang berorientasi pada teknologi informasi menjadi hal utama yang dapat dilakukan pemerintah daerah.  Cara pikir yang berorientasi kepada pelaksanaan e-Government ini, tentu dapat mendorong SDM aparatur di daerah mengembangkan kemampuannya.

Perubahan budaya teknologi ini, tidak hanya sebatas kepada SDM aparatur pemerintah saja.  Masyarakat juga terkena dampak dari budaya teknologi ini.  Misalnya, dalam pemanfaatan telepon pintar (smartphone) yang terkoneksi dengan internet di dalamnya juga memanfaatkan beberapa program media sosial.  Menurut data Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2014, pemanfaatan media sosial (social media) oleh pengguna internet baik menggunakan telepon pintar dan komputer menduduki peringkat pertama.  Selanjutnya, internet juga dimanfaatkan untuk pencarian informasi (searching/browsing) di peringkat kedua.  Sementara, pemanfaatan di posisi ketiga adalah perbincangan di dunia maya (chating).  Menariknya, dari riset yang dilakukan tersebut, umumnya penggunanya adalah mereka berada pada rentang usia 13-25 tahun atau yang diistilahkan dengan millennial generation (APJII, 2015).

Berbeda dengan generasi mereka sebelumnya yang masih belum terasa dengan pemanfaatan teknologi informasi ini.  Dari kecenderungan ini justru yang dikhawatirkan adalah pemerintah daerah belum bisa merespons perkembangan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas layanan publiknya sehingga mengecewakan pengguna layanan pemerintah.  Jadi, tanpa disadari masyarakat di daerah sudah mulai terbiasa dengan teknologi informasi ini.  Bahkan budaya yang sedang berkembang dalam masyarakat idealnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pemerintah dalam mentransformasikan penyelenggaraan pemerintahan ke e-Government.

Dengan melihat kecenderungan ini, bukan tidak mungkin beberapa tahun ke depan, masyarakat pengguna internet yang disediakan oleh pemerintah daerah telah dapat memaksimalkan program layanan publik dengan menggunakan internet.  Keterlibatan masyarakat yang melek dengan teknologi komunikasi dan informasi ini justru berdampak positif pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan e-Government.  Jika ini bisa diwujudkan, maka muara dari partisipasi ini adalah pada pengembangan Program e-Participation yang selama ini dikembangkan oleh negara maju.  Apalagi di tengah meningkatnya partisipasi masyarakat melalui media internet, juga membawa dampak kepada interaksinya dalam MEA yang melibatkan arus barang dan jasa melintasi batas negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
b. Restrukturisasi Unit Pemerintahan Berbasis e-Government


Perkembangan e-Government yang sudah dilaksanakan di daerah juga membawa dampak kepada struktur pemerintahan yang ada.  Kemajuan teknologi informasi telah mengurangi tenaga manusia dalam memberikan pelayanan publik di pemerintahan.  Misalnya, pemerintah di negara maju lebih mengutamakan pemanfaatan e-Government untuk meningkatkan pelayanannya kepada publik.  Interaksi pelayan dengan yang dilayani dilakukan justru dengan menggunakan internet.  Ini jelas membantu pemerintah dan warga yang memanfaatkan layanan publik yang disediakan pemerintah.  Bagi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi tidak lain adalah untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam penyediaan layanan publik (Melitski & Holzer, 2007:4).  Bahkan nilai lain yang diharapkan adalah kemudahan bagi warganya memilih kapan dan dimana bisa mengakses layanan pemerintah melalui pemerintahan digital ini.


Untuk mewujudkan ini, pemerintah, terutama di daerah merestrukturisasi unit pemerintahan yang ada, terutama unit layanan yang memanfaatkan teknologi informasi.  Restrukturisasi merupakan strategi utama yang bisa dilaksanakan sehingga fungsi dari unit pemerintahan yang memberikan layanan publik dapat maksimal.  Restrukturisasi unit pemerintahan ini merupakan cara efektif untuk menata kembali unit-unit pelayanan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi.  Tentunya, akibat penataan ini berdampak pada pengurangan tenaga manusia karena beberapa fungsinya sudah tergantikan oleh teknologi.  Inilah substansi nilai efisiensi pemanfaatan teknologi informasi tersebut.  Jadi yang dibutuhkan dalam mengoperasikan sistem informasi yang digunakan oleh unit pemerintahan ini hanyalah operator yang jumlah yang diperlukan tentu tidak banyak.


Bagaimana pelaksanaan restrukturisasi unit pemerintahan tersebut di daerah?  Seperti dijelaskan di bagian awal, pemerintah daerah yang memanfaatkan e-Government di Indonesia ini belum banyak.  Bahkan dari tahapan perkembangan yang ada, umumnya perkembangan tahapan e-Government di daerah baru pada tingkat web presence.  Pemerintah daerah belum sepenuhnya memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ini dengan mengembangkan pelaksanaan fungsi pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi.  Restrukturisasi unit pemerintahan akan terjadi, jika tahapan perkembangan pemanfaatan e-Government ini mencapai tingkat interaksi dan transformasi penyelenggaraan pemerintahan.


Selain itu, hal yang perlu menjadi perhatian dari dampak yang ditimbulkan oleh restruktursisasi unit pemerintahan ini adalah terintegrasinya sebagai kewenangan sehingga kewenangan unit-unit pemerintahan berkurang.  Contohnya dalam hal rekrutmen dan seleksi aparatur sipil negara di daerah.  Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, pemerintah daerah tidak lagi menjadi penentu proses rekrutmen dan seleksi aparatur sipil negara.  Melalui sistem pemerintah digital ini, pemerintah daerah hanya memproyeksikan kebutuhan jumlah aparaturnya dan disampaikan kepada pemerintah pusat.  Sementara, pemerintah pusat dengan analisis kebutuhan dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi memetakan jumlah aparatur daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah.  Melalui rekrutmen dan seleksi melalui teknologi digital ini, pemerintah secara tidak langsung mengurangi kewenangan yang mestinya dilaksanakan oleh pemerintah daerah.


Namun, dibalik itu tantangan restrukturisasi ini, pemerintah di setiiap daerah idealnya dapat menyediakan aparaturnya yang melek teknologi.  Karena tanpa disadari transformasi menuju e-Government ini bermuara pada pengurangan aparatur pemerintah untuk melayani masyarakat.  Tentu yang dibutuhkan dalam konteks ini adalah aparatur yang dapat memanfaatkan e-Government dalam interaksinya dengan pengguna layanan pemerintah, tidak hanya masyarakat lokal, tapi juga penduduk di negara lain yang akan mengurus perizinan, rekomendasi dan sebagainya.  Sebab implemnetasi MEA akan meningkatkan mobilitas orang dalam memanfaatkan pasar bebas yang sudah dibuka tersebut.  Tentu, mereka akan memanfaatkan e-Govermnent ini dalam mengurus perizinan, rekomendasi dan layanan lainnya yang disediakan pemerintah daerah. 
c. Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informasi Untuk Masyarakat

Dalam konteks MEA yang dilaksanakan melintasi batas teritori negara-negara di Asia Tenggara, maka e-Government adalah media yang digunakan sebagai prakondisi untuk melintasi garis batas negara tersebut.  Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah bagaimana menyediakan infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi tersebut.  Penyediaan infratsruktur teknologi komunikasi dan informasi ini meliputi ketersediaan kemampuan teknis seperti aksesibilitas, pemanfaatan dan keahlian warga negara dalam menggunakannya (Bwalya & Mutula, 2014:59-61).  Memahami kondisi ini, maka di beberapa daerah penyediaan dan perbaikan terhadap infrastruktur ini menjadi agenda utama dalam membangun e-Government.  Di Surabaya, misalnya, terjadi perbaikan yang siginifikan terkait dengan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi.  Hampir di setiap instansi pemerintah daerah yang bertindak sebagai unit pelayanan publik melakukan terobosan dengan memaksimalkan layanannya melalui pemanfaatan e-Government.  Misalnya, dalam pelayanan perizinan kepada masyarakat yang memanfaat Program Surabaya Single Window (SSW).  Program ini diluncurkan tahun 2013 yang memberi kemudahan warga kota Surabaya dan para penanam modal dan mendapatkan pelayanan yang maksimal.  
Begitu juga di Kota Yogyakarta perbaikan infastruktur e-Government sangat membantu masyarakat mendapatkan pelayanan publik.  Seperti integrasi perizinan di Kantor Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta jelas memudahkan masyarakat mendapatkan layanan publik.  Bahkan untuk mengintegrasikan teknologi informasi ini dalam mewujudkan e-Government, Pemerintah Kota Yogyakarta menerbitkan Peraturan Walikota No.15 tahun 2015 tentang e-Government.  Tujuan diterbitkannya peraturan ini adalah untuk penguatan infrastruktur jaringan internet dan pusat data, penguatan infrastruktu sistem informasi, integrasi data dan pengembangan apalikasi terintegrasi serta upaya pemerintah kota menciptakan Yogyakarta sebagai kota cerdas.  
  Tidak sedikit pemerintah daerah menunda pelaksanaan e-Government ini karena besarnya biaya dalam menyiapkan infrastruktur tersebut.  Namun, bagi pemerintah daerah yang memahami pentingnya transformasi penyelenggaraan pemerintahan ke E-Government ini menerapkan kebijakan pentahapan dalam pengembanganya.  Bahkan negara yang maju dalam penggunaan e-Government ini seperti Korea Selatan, Singapura, Jepang membuat pentahapan untuk pengembangan e-Government ini.  Dengan meniru strategi yang dikembangkan oleh negara-negara maju, pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang mendorong pemerintah daerah menyusun tahapan pengembangan e-Government tersebut.  Apalagi banyak ahli sepakat yang paling penting dalam pengembangan e-Government ini adalah pada proses yang bersifat evolusioner dan bukan revolusioner.  “E-government is not a onestep process or implemented as a single project. It is evolutionary, involving multiple stages or phases of development (Lee, 2007:31).
Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan e-Government di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala yang mesti diatas segera oleh pemerintah melalui suatu kebijakan nasonal.  Apalagi dengan dilaksanakannya MEA tahun 2015 ini menjadi tantangan sendiri bagi pemerintah daerah untuk merespons serius transformasi menuju e-Government ini.  Apalagi, jika diperhatikan secara mendalam tidak sedikit pemerintah daerah yang sebenarnya berada pada tahapan awal e-Government, yaitu web prensence sehingga pengembangannya pun terbatas.  

Penutup


Dari proses transformasi penyelenggaraan e-Government ini, ada beberapa tantangan yang perlu direspons oleh pemerintah daerah.  Misalnya, terkait dengan munculnya generasi baru pengguna internet yang siap memanfaatkan layanan e-Government dalam beberapa tahun ke depan.  Hal ini adalah akibat semakin berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi di Indonesia.  Oleh karenanya, pemerintah daerah harus bisa menyiapkan infratsruktur dan SDM dalam memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi ini dalam pemerintahan.  Apalagi, dengan kemunculan generasi millennium yang ramah dengan budaya teknologi digital ini semakin memudahkan pemerintah melaksanakan tujuannya dalam mewujudkan pelayanan public yang lebih efektif dan efisien.  Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi ini sekaligus membantu pemerintah daerah menghadapi MEA tahun 2015.

Dampak kemajuan teknologi komunikasi dan informasi ini juga membawa pengaruh pada kebijakan pemerintah merestrukturisasi unit pemerintahannya dalam melayani publik.  Hal yang nyata terjadi adalah pada aspek pelayanan terpadu di bidang perizinan dan investasi di banyak daerah.  Begitu juga dengan pengadaan barang dan jasa yang hampir semua daerah telah memanfaatkan program yang berbasiskan teknologi komunikasi dan informasi.  Dengan dilaksanakannya MEA, tentunya penduduk di luar negara, akan memanfaatkan e-Government ini untuk berinteraksi dengan pemerintah daerah sebelum mereka menawarkan barang dan jasa kepada masyarakat di daerah.  

Oleh karena itu, pemerintah juga perlu menyediakan dan melakukan perbaikan terhadap infrastruktur e-Government yang diselenggarakan di daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang disediakan.  Antara lain menyangkut aksesibilitas, pemanfaatan dan keahlian warga dalam menggunakan teknologi komunikasi dan informasi.  Tentunya dengan penyediaan dan perbaikan terhadap infrastruktur e-Government ini dapat memuaskan masyarakat ketika menerima pelayanan public tidak hanya konteks lokal dan nasional, tapi juga masyarakat di luar negara.[]
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